BAB |

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Islam memandang umat manusia sebagai satu kell@igja karena itu,
setiap manusia sama derajatnya di hadapan AllahtukUrmerealisasi
kekeluargaan dan kebersamaan tersebut, harus agisakea dan tolong-
menolong. Konsep persaudaraan dan perlakuan yamg s$arhadap seluruh
anggota masyarakat di muka hukum tidaklah mempumyakalau tidak disertai
dengankeadilan ekonomiDengan begitu, dimungkinkan setiap orang memiliki
akses dan hak yang sama atas sumbangannya terhasiggrakat.

Dengan komitmen Islam yang khas dan mendalam tephad
persaudaraan, keadilan sosial dan ekonomi, maldakatilan dalam pendapatan
dan kekayaan adalah bertentangan dengan Islanpi,Tktesep keadilan Islam
dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, sertaeksmya tentangeadilan
sosial tidaklah menuntut bahwa semua orang harus mendggadt yang sama
tanpa memandang kontribusinya kepada masyafakat.

Dalam al-Qur’an, terdapat petunjuk dan pedoman baggorang untuk

membelanjakan hartanya, baik untuk kepentingamydirisendiri maupun untuk

! Said Agil Husein al-MunawarHukum Islam dan Pluralitas SosjalCet. |, Jakarta:
Penamadani, 2004, him. 122.
ZIbid., him. 123.



kepentingan orang lain dalam masyarakat. Petutjultritara lain terdapat dalam

surat al-Isra’ ayat 26:
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Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekstan
haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalanalp@an
dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartanecara
boros” (QS. Al-Isra’: 26)°

Di samping itu, ajaran Islam juga mempersyaratkaa &eberapa
lembaga yang dapat dipergunakan untuk menyalurkbagsan harta seseorang
bagi kepentingan sosial. Salah satu di antaramghdga-lembaga tersebut adalah
wakaf (waqaf)

Wakaf sebagai suatu institusi keagamaan, di sanmgeniyingsi sebagai
ubudiyah juga berfungsi sosfalDalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf
diharapkan akan menjadi bakal kehidupan si wakifr{(g yang mewakafkan di
kemudian hari, karena wakaf adalah suatu bentuk yang pahalanya akan terus
mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Septalam sabda Nabi

Muhammad saw.:

% Lembaga Lajnah Pentashih al-Qur'ahQur'an dan TerjemahnyaBandung: Gema Risalah
Press, 1989, him. 116.

4 Satria Effendi M. ZeinProblematika Hukum Keluarga Islam Kontempor&d. I, Cet. I,
Jakarta: Kencana, 2004, him. 409.
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Artinya: “Dari Abi Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah saBersabda:
“Apabila anak adam meninggal dunia, maka putuslagada
amal, kecuali tiga perkara, yaitu: shodaqoh jariyalhmu yang
bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan kepadagor
tuanya”. (HR. Muslim).

Wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam sacaya konkret
berhubungan erat dengan peraturan yang berlakuinabnesia. Wakaf juga
merupakan salah satu bentuk kontribusi lembagamisfang paling banyak
memberikan manfaat sosial-kemasyarakatan. la berbhddah dan sebagai jalan
pengabdian kepada Allah SWT.

Dalam fungsi sosialnya, wakaf merupakan adat yaaga bernilai
dalam pembangunan, karena wakaf merupakan invep@sbangunan yang
bernilai tinggi tanpa memperhitungkan jangka wakin keuntungan materi bagi
yang mewakafkan.

Melihat pahala yang penting dan besar, maka Rdahlusaw.
menghimbau dan membimbing para shahabat agar ssbersemangat untuk

memberikan manfaat hartanya bagi kepentingan sakial kemasyarakatan,

dengan berbagai contoh dan teladan, baik yanguaggsiaupun kehendak dan

® Imam Muslim bin al-Hajaj al-Qusyarr§ahih Muslim Juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, tth., him.

472.

8 bid., him. 123-124.



suruhannya sajalLangkah Rasulullah saw. seperti itu oleh Shahsépérti Umar
bin Khattab atas petunjuk Rasulullah, dengan ketenttanah yang paling
dicintainya di Khaibar tidak akan dijual, diwariskatau dihibahkan, tetapi akan
diwakafkan dan hasilnya diperuntukkan bagi fakiskm, ahli kerabat, sabilillah,

serta para tamu. Dalam al-Qur’an Allah SWT berfinma
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Artinya: kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan gyaempurna),

sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kantai.
dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka SesungguAhgh
mengetahuinyaQS. Ali Imran: 92f
Mewakafkan harta benda dalam Islam merupakan sajatan yang
baik, bahkan dianjurkan untuk dikerjakan oleh getiadividu muslim yang
mampu. Hal ini, disebabkan wakaf merupakan perbugémg mempunyai sifat
dan motivasi yang baik, yaitu tagarrub kepada AB&MT.
Amalan wakaf ini merupakan amalan yang telah dikegalan dan harta
benda yang telah diwakafkan tersebut digunakankuamal kebaikan yang
terlepas dari hak milik perorangan, dan menjadikmAllah. Maka harta yang

telah dilembagakan dan menjadi milik umum tersepemggunaannya harus

disesuaikan dengan tujuan wakaf itu sendiri.

" Ibid., him. 414.
8 Lembaga Lajnah Pentashih al-Qur'@p.cit, him. 41.



Harta wakaf pada dasarnya tidak boleh dijual, atderikan kepada
orang lain dengan cuma-cuma yang menghilangkan if@aian wakaf dan tidak
boleh diwariskan bila meninggal dunia. Akan tetsgandainya barang tersebut
rusak dan tidak bisa diambil lagi manfaatnya, harékaf diganti dengan harta
wakaf yang sama seperti harta wakaf semula. Irasdickan menjaga mashlahat
(memelihara maksud syara’, yaitu memberikan mardaatmenghindari hal-hal
yang merugikan}.

Adanya mashlahat sesuai dengamagashid al-syar’i (tujuan-tujuan
syara’), artinya dengan mengambil maslahat besaria dengan merealisasikan
magashid al-syari’ Sebaliknya, mengenyampingkan maslahat, berarti
mengenyampingkamaqgashid al-syari’ Sedang mengenyampingkamaqgashid
al-syari’ adalah batal’ Oleh karena itu, adalah wajib menggunakan dalil
maslahat atas dasar bahwa ia adalah sumber hukkok ashl) yang berdiri

sendiri. Allah berfirman:
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Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak rhendaki
kesukaran bagimu”(QS. Al-Bagarah: 185
Akan tetapi adakalanya mereka para ahli waris raet@asang puas

dengan pembagian harta warisannya, karena teedilis atau rakus, kemudian

® Mohammad Daud AliSistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakidkarta: Ul-Press, 1988,
him. 85.

19 Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Figh, diteriemahkéeh Saefullah Ma’shum, dkk.,
Ushul Figh Cet. Il, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994, B80-431.

' Lembaga Lajnah Pentashih al-Qur’ap,cit, him. 68.



mempermasalahkan harta benda yang telah diwakagkasebut dan mengambil
kembali. Bahkan ada lagi yang dikhawatirkan kemumahkkemungkinan
terhadap harta benda yang telah diwakafkan ituei@gpemindahan harta wakaf
menjadi milik pribadi atau adanya penyalagunaaumetuj

Hal-hal yang berkaitan dengan perubahan harta waka¢ébut di atas
karena kurangnya pengawasan terhadap masalahwaad, terutama mengenai
persyaratan yang harus dipenuhi bagi wakif yang akefkan hartanya kurang
begitu ditaati. Ini dimungkinkan karena mereka namggap bahwa akad wakaf
hanya dilakukan oleh sepih@abarru’) tanpa ada pihak kedua dan beranggapan
tidak akan timbul masalah di kemudian hari, sehdnggreka mengabaikan alat-
alat bukti, terutama alat bukti saksi ketika teirjgd ikrar wakaf:?

Dalam pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41nt&@04 tentang
Wakaf dinyatakan:

(1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nad#ivadlapan PPAIW
dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam bab Il mengenangsi, unsur-
unsur dan syarat-syarat wakaf pasal 218 ayat ¢Brad¢egas menyatakan:

(1) Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendakegara

jelas dan tegas kepada Nadzir dihadapan pejabatbpet akta
ikrar wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 218 &), yang

12 sayyid SabigFigh al-SunnahJuz 3, Beirut: Dar al-Fikr, tth., him. 522.

13 Departemen AgamaPeraturan Perundangan Perwakafaindang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 tentang Wakaf, Jakarta: Departemen Adainektorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam, 2006, him. 11.



kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar wakahgale
disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang s#ksi.

Jadi, penulis berpendapat bahwa secara yuridisj dakam ikrar wakaf
minimal dua orang dihadapan Pegawai Pembuat Aks Wakaf (PPAIW) yang
dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir. Hal ini $udeemiliki kepastian hukum,
namun sisi yang lain juga perlu diperhatikan, yaajpakah semuanya dapat
memberikan kemanfaatan untuk masing-masing pihakkah kebalikannya.
Boleh jadi di dalam praktiknya, seringkali pihakngamenjadi saksi kurang
begitu memerhatikan urusan setelah ditunaikan Kearajya itu. Bagaimanapun
juga, aspek kemashlahatan menjadi urusan yang aig@nhmencapai keridhoan
Allah SWT. Sebab wakaf merupakan salah satu ibgdaly berdimensi ganda,
yaitu dimensi sosial dan dimensi ritual.

Namun, di sisi lain banyak faktor yang mendorongeseang untuk
tidak mengakui adanya ikrar wakaf atau menarik kdmbarta yang telah
diwakafkan, baik oleh orang yang mewakafkan sendiraupun oleh ahli
warisnya. Di antaranya, makin langkanya tanah, maknhgginya harga,
menipisnya kesadaran beragama dan bisa jadi jugebalbkan orang yang
berwakaf telah mewakafkan seluruh atau sebagiaar lnkesi hartanya, sehingga

dengan demikian keturunannya merasa kehilangan esurelzeki dan menjadi

14 Abdurrahman Kompilasi Hukum Islam di Indonesi&d. I., Cet. |, Jakarta: Akademika
Pressindo, 1992, him. 218. dan lihat juga: Undangahg Perkawinan di Indonesia, dilengkapi
dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Surabaykola, tth., him. 255-256.



terlantar’™® Praktik wakaf yang tidak memperhitungkan sumbezeke bagi
keturunan yang amenjadi tanggung jawabnya, bisajagiemalapetaka bagi
generasi yang ditinggalkan. Oleh sebab itu, tidalstahil dijumpai ahli waris
yang mengingkari adanya ikrar wakaf dari orang yaatidak mau menyerahkan
tanah wakaf kepada nadzir yang ditunjuk, atau sasekali tidak mau
memberitahukan kepada petugas adanya ikrar wakaf gi@engarnya dari orang
tuanya'® Disamping faktor-faktor tersebut di atas, tidakngekui adanya ikrar
wakaf bisa jadi juga disebabkan karena sikap skrakdi waris, atau karena
memang sama sekali tidak mengetahui adanya ikrkafy&arena tidak pernah
diberi tahu oleh orang tuanya.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa saksi wiedda ikrar wakaf
memang pada waktu itu tidak begitu penting (tiddladuskan), karena mereka
menganggap wakaf pada waktu perbuatan hukum ydakgulan oleh sepihak
dan pelepasan hak tersebut ditujukan pada Allabndahngka mendekatkan diri
pada Allah untuk tujuan ibadah dalam mencari kedthNya. Oleh karena itu,
untuk menghindari hal-hal di kemudian hari, sepbeipindahnya harta wakaf
menjadi milik pribadi atau adanya sengketa dari alaris untuk mengambil

kembali harta yang telah diwakafkan atau penyalagon wakaf yang

15 Satria Effendi M. Zeinop.cit., him. 410.
'®1bid., him. 411.



menyimpang dari tujuan semula, maka wakaf haruspuegai kedudukan yang
jelas di depan hukurt.

Mengingat betapa pentingnya alat bukti kaitannysgde masalah saksi
perwakafan dalam upaya memberikan kepastian hukura mengantisipasi hal-
hal yang tidak diinginkan seperti hal tersebuttdsalikarenakan faktor utamanya
adalah alat buktinya tidak ada. Maka penulis sategérik untuk membahasnya
dalam bentuk skripsi dengan jud@tudi Analisis Terhadap Kedudukan Saksi
Ikrar Wakaf menurut Pasal 17 ayat (1) UU No. 41 Takhn 2004 tentang

Wakaf" .

Rumusan Masalah
Agar pembahasan ini berporos pada permasalahara oielkmuskan
pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah selimgddut:
1. Mengapa diperlukan saksi ikrar wakaf dalam pasalag&t (1) Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 ?
2. Bagaimana istinbath hukum dari ketentuan UndangadgdNomor 41 Tahun

2004 pasal 17 ayat (1) ?

Tujuan Penulisan Skripsi
Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsiadalah sebagai

berikut:

7 bid., him. 126.
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1. Untuk mengetahui diperlukannya saksi ikrar wakdbuoapasal 17 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.
2. Untuk mengetahui istinbath hukum dari ketentuanasgdUndang Nomor 41

Tahun 2004 pasal 17 ayat (1).

Telaah Pustaka

Berkaitan dengan permasalahan yang ada, maka g berkenaan
dengan wakaf telah banyak dibahas dalam kitab, -buku penelitian atau
skripsi. Hal tersebut dapat mempermudah penuliskumielakukan verifikasi
data-data baik primer maupun sekunder. Terutamglitr sekunder yang dalam
satu buku dikupas tentang hukum perwakafan.

Di samping itu beberapa referensi terkait juga dwk@#ian secara
eksplisit oleh pengarang, yang dapat menjadi bakean penulis. Sebab
fenomena perwakafan, terutama saksi ikrar wakafladam praktik lapangan
seringkali dipermasalahkan. Oleh karena itu, penldbih banyak menyoroti
aspek manfaat (kemashlahatan) selain posisi d&si skrar wakaf sendiri.
Berdasarkan hasil survei dan data-data yang dgtejoga berpijak pada kajian-
kajian serta penelitian yang sudah dilakukan sebeya. Maka dari itu dalam
telaah pustaka ini, peneliti menelaah beberapa bakuliteratur yang membahas
serta mengkaji masalah tentang wakaf, antara lain:

Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi dalam bukunya yaberjudul

“Hukum Wakaf”. Buku ini menerangkan secara komprehensif tensgagat dan
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rukun wakaf, perlakuan terhadap harta wakaf, péswahtas harta wakaf.
Disamping itu, juga melakukan kajian kontemporentdaag fungsi dan
pengelolaan wakaf serta penyelesaiannya atas dangkakaf, juga dibahas
masalah hikmah disyariatkannya wakaf, implikasi gydahir pasca transaksi
wakaf dan lain-lain. Sebagai komparasi, pendapag yilafiyah diantara para
ulama fugaha juga disertakan berikut dasar hukurtthya

Ahmad Rofiq, dalam bukuny&Hukum Islam di Indonesia” Secara
umum membahas dan mengkaji materi hukum Islamditiriasia. Terkait dengan
substansi pembahasan ini, di dalamnya memuat gpmasalahan wakaf yang
dimulai dari latar belakang pensyariatan wakaf ¢laga syarat-syarat wakaf.
Dalam beberapa bab tersendiri, dikupasnya secgueriteci yang meliputi: syarat
dan kewajiban serta hak-hak atas benda wakaf,té&hlapat pula perubahan,
penyelesaian dan pengawasan wakaf dan terakhjelgsaian perselisihan harta
wakaf®

Dalam buku yang diterbitkan oleh Departemen Agdpnases Lahirnya
Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Walgdih banyak memaparkan
naskah akademik dari RUU No. 41 tahun 2004. Naskammerupakan konsep
dasar substansi norma hukum yang akan dijadikaernmauatan RUU tentang

wakaf. Atas dasar itu, cara penyusunan naskah akkdei akan dilakukan

8 Muhammad AbidHukum WakafKajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang
Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaias Sengketa Waka€et. |, Jakarta: Kerjasama
Dompet Dhuafa Republika dan [IMaN, 2004, him. 87.

19 Ahmad Rofig,Hukum Islam di IndonesjeCet. 1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998,
him. 92.
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dengan memberikan: (a) uraian deskripsi tentangnaogang berlaku dan
berbagai permasalahan yang dihadapi; (b) uraiagartgrkondisi perwakafan di
Indonesia dan perkembangan wakaf di berbagai nedejauraian tentang
rekomendasi sebagai bahan pertimbangan penyuswidriddtang wakaf.

Rancangan Undang-Undang tentang Wakaf ini disusendasarkan
sistematika sebagai berikut: Bab I: Ketentuan UmBah II: Dasar-dasar Wakaf,
Tujuan dan Fungsi, Bab Ill: Administrasi Wakaf, Bab Pengelolaan Wakaf dan
Pembinaan Nadzir, Bab V: Badan Wakaf Indonesia, Bdb Perubahan
Peruntukan, Penggunaan dan Status Benda Wakaf, \BabPenyelesaian
Sengketa, Bab VIII: Pengawasan, Bab IX: Sanksi, RalKetentuan Peralihan,
Bab XI: Ketentuan Penutup.

Dalam skripsi Muhaemin (2101213) yang berjufiliinjauan Hukum
Islam tentang Harta Benda Wakaf berupa Hak SewgidKaerhadap UU RI No.
41 Tahun 2004 tentang Wakafxlibahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap
harta benda wakaf berupa hak sewa menurut hukam Idiperbolehkan. Karena
tidak adanya sumber hukum yang tegas mengenai wiakaperkembangannya
banyak dilahirkan dari hasil ijtihad dan juga karefengan melihat pemahaman
esensi dari wakaf itu sendiri adalah bagaimanaahaskaf bermanfaat bagi
masyarakat luas.

Dalam skripsi Agus Ali Humaidi (2195014) yang beigh “Studi
Analisa Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanbali &gt Menjualbelikan Harta

Wakaf”, skripsi tersebut membandingkan tentang pendapatnl Syafi'i yang
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kaku atas ketidakbolehan menjual atau mengganth aakaf dan Imam Hanbali
yang fleksibel dengan berdasarkan asas matdhatashlahah mursalaletika
melihat masalah ini.

Berbeda dengan kajian yang ada, penulis mencohak unengkaji
mengapa diperlukannya saksi ikrar wakaf dalam paSalayat (1) Undang-
Undang No. 41 Tahun 2004 serta bagaimana istinbakumnya, yang dari
penelitian skripsi sebelumnya belum ada yang measdbleh karena itu, peran
penting dari saksi ketika mengikrarkan wakaf, Hagkupa harta maupun benda
baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak sasigarlukan di tengah-

tengah masyarakat, demi tercapainya kepastian hdmkemanfaatan.

Metodologi Penelitian
Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalang ditempuh

dalam mencari, menggali, mengolah dan membahasddé&ien suatu penulisan,
untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap pelahasa untuk

memperoleh dan membahas data. Penentuan metogelugisan sangat penting
dalam memecahkan masalah-masalah yang dikemukaktm dpenelitian,

sehingga permasalahan tersebut dapat terjawabasésaat dan terandalkan
kesahihanny®. Maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelasksebagai

berikut:

%0 sanapiah FaisaFormat-Format Penelitian Sosialakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2007, him. 31.
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1. Jenis penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian literatuptkstakaan liprary
research.”* Penelitian dilakukan dengan jalan membaca, mehetasu-
buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan @saahan penelitian ini.
Secara umum pendekatan yang penulis gunakan agataitekatan
yuridis-normatif atau penelitian hukum doktrinaldoctrinal researchy®
mengingat sumber data yang digunakan adalah kitabAuku-buku,
undang-undang, dan kaidah-kaidah hukum yang bersifanatif Dalam hal
ini, kajian terhadap Undang-Undang No. 41 tahun42®&ntang Wakaf,
khususnya pasal 17 ayat (1) mengenai saksi ikrkafwaenjadi acuan utama.
2. Sumber data
Sumber data merupakan subyek dari mana data d#patoleéh??
Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ipati@ibedakan menjadi
dua kelompok yaitu:

a. Data primer

21 sutrisno HadiMetodologi Researchlilid I, Cet. IV, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan,
Fakultas Psikologi UGM, 1976, him. 12.

22 penelitian hukum doktrinal ini, sebagaimana yaikgtdkan oleh Peter Mahmud Marzuki,
seorang Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlan§geiabaya merupakan suatu penelitian hukum
yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atdtindhukum positif yang berlaku, atau juga
berupa putusan hakim. Lihat: Peter Mahmud Marz&inelitian Hukum Ed. I, Cet. |, Jakarta:
Kencana, 2005, him. 117. Selain itu, lihat juga go&hmbang Sunggondjetodologi Penelitian
Hukum edisi |, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 207. 86. Lihat juga Amirudin Zainal Asikin,
Pengantar Metodologi Penelitian Hukudekarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlig. 11

23 Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan PraktEHisi Revisi VI,
Jakarta: Rineka Cipta, Cet. XIlII, 2006, him. 126.
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Merupakan literatur yang berhubungan langsung denga
permasalahan penelitian, yaitu Undang-Undang No. tatiun 2004
tentang Wakaf. Khususnya yang dikaji dalam peiliini adalah pada
bagian ketujuh mengenai ikrar wakaf, yakni pasalayat (1)** Lalu
beberapa literatur terbitan dari Departemen Agaangara lain meliputi:
Peraturan Perundangan Perwakafadndang-Undang Nomor 41 Tahun
2004 tentang Wakaf,Peraturan Perwakafan Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam, d&moses Lahirnya UU Perwakafan

b. Data sekunder

Data sekunder adalah literatur lainnya yang tidakgsung
mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadapupgndan atau
penyimpanan dafg, yakni antara lain: Kompilasi Hukum Islam (KHI),
buku “Hukum Wakaf” yang ditulis oleh Muhammad Abid Abdullah al-
Kabisi, buku Ahmad RofigHukum Islam di Indonesia’juga buku yang
ditulis oleh Adijani al-Alabij“Perwakafan Tanah di Indonesia; dalam
Teori dan Praktik’, buku dari Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar
tentang“Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresintuk
Kesejahteraan Umat” dan buku“Hukum Islam dan Pluralitas Sosial”

oleh Said Agil Husain al-Munawar, serta literatieriatur tambahan

241bid., him. 11.
% bid., him. 1.
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lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahanfwakam konteks
maslahah dan saksi ikrar wakaf.
3. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukanngdm
menggunakan teknik dokumentasi, yaitu mencari deagenai hal-hal atau
variabel yang berupa catatan-catatan, transkipu,bakrat kabar, majalah,
prasasti, notulen rapat, agenda dan sebag&ir§i@hubungan dengan ini,
penelitian dilakukan dengan menguraikan pasal Bl @y Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Kompilasi Hukgtam (KHI) buku
tentang Wakaf, dan penelusuran terhadap literdggradur yang sudah penulis
kumpulkan dalam data sekunder di atas.
4. Teknik Analisis Data
Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalahgoiah dan
menganalisis data. Karena penelitian ini merupglarelitian kualitatif, maka
analisis datanya pun menggunakan analisis datataifalLexi J. Moleong
mendefinisikannya sebagai upaya yang dilakukan alenglan bekerja
dengan data, mengorganisasikan data, memilah-nygatmenjadi satuan yang
dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan mekan pola,

menemukan apa yang penting dan apa yang dipeldgrimemutuskan apa

% Suharsimi Arikuntopp., cit, him. 231.
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yang dapat diceritakan kepada orang faiAtau dalam bahasa singkatnya
yang dikemukakan oleh Moh. Nazir, bahwa analisista daadalah
mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipsgaisi menyingkatkan
data sehingga mudah untuk dib&ta.

Adapun langkah-langkah penulisan skripsi ini dgpatulis jelaskan
sebagai berikut:

Pertama metode deskriptif analitis, yaitu metode dengan
mendeskripsikan data-data yang diperoleh baik primaupun sekunder,
dengan dasar standar dan unsur rasionalitas yang tidoangun di atas data
yang harus dicapai sehingga analisis ini mempunijfai empiris®® Metode
ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsilkaa-data yang diperoleh
baik primer maupun sekunder yang berkaitan dengpekamashlahah dalam
saksi ikrar wakaf.

Kedua, metode hermeneutikexy J. Moleong mengklasifikasikan
metode ini masuk dalam modus analisis data. Selmagdius analisis hal itu
berkaitan dengan pengertian data tekstual. Herntiéntarutama berkaitan
dengan pemaknaan suatu analog-t8kélaka gagasan suatu lingkaran

hermeneutik merupakan dialektik antara pemahamendecara menyeluruh

27 Lexy J. MoleongMetodologi Penelitian Kualitatjf Cet. 22, Bandung: Remaja Rosda

Karya, 2006, him. 248.

% Moh. Nazir,Metode Metode Penelitian]akarta: Ghalia Indonesia, Cet. IV, 1999, him. 149

% Soejono dan Abdurrahmahetodologi Hukum,Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 1, 1999, him.
[9. Dan lihat pula dalam: Tim Penulis Fakultas $garlAIN Walisongo,Pedoman Penulisan Skripsi
Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2006:H.7.

*bid., him. 278.
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dan penafsirafinterpretasi)bagian-bagiannya, yang deskripsinya diharapkan
membawa makna dengan dibimbing oleh penjelasan yhperkirakan.
Dalam konteks pembahasan tentang perwakafan irly pdanya penafsiran
secara menyeluruh dari berbagai aspek (yuridis dasiologis) dalam
memotret mashlahah atau manfaat dari saksi ikr&afvgang terdapat di
dalam pasal 17 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 tenteakaf.

Ketiga metodecontent analysisatau analisis isi. Karena sebagian
sumber data dari penelitian ini adalah berupa tisumen. Sehubungan
dengan itu, penulis dalam menganalisis juga merajgam teknik analisis
dokumen inf! Di samping itu, data yang dipakai adalah data yeergifat
deskriptif yang hanya dianalisis menurut isinyahisgga menghasilkan
sebuah analisis obyektif dan sistematis. Jadi, [Femenganalisis substansi
yang terkandung di dalam pembahasan kedudukarsaktasikrar wakaf dan
metode istinbathnya di dalam pasal 17 ayat (1) U B0 Tahun 2004

tentang wakatf.

F. Sistematika Penulisan
Bab I: Berisi pendahuluan, yang berisi latar betgkmasalah, rumusan
masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metgdpénelitian dan sistematika

penulisan.

31 Consuelo G. Sevillaet. all, An Introduction to Research Methods, Diterjemahkéeh
Alimuddin Tuwu,Pengantar Metode Penelitialet. I, Jakarta: Ul Press, 1993, him. 85.
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Bab II: Dalam bab ini, penulis menjelaskan Ketentwdmum, yang
pertama tentang wakaf, di dalamnya berisi tentang defimiakaf dan dasar
hukumnya, syarat dan rukun wakaf, macam-macam wakaifaat wakaf.
Kedug ketentuan mengenai saksi,yang berisi definissisakyarat dan rukun
saksi, dasar hukum saksi dan kewajiban seorang saks

Bab 1lI: Dalam bab ini penulis menjelaskan tentéeitgr belakang UU
No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, urgensi UU No.taHun 2004, tata cara
pelaksanaan perwakafan menurut PP No. 42 Tahun, 2B06kedudukan saksi
ikrar wakaf dalam pasal 17 ayat (1) UU No. 41 tal2004, beserta istinbath
hukumnya.

Bab IV: Dalam bab ini berisi analisis terhadap ldutkan saksi ikrar
wakaf dalam pasal 17 ayat (1) UU No. 41 tahun 2€8@4 istinbath hukum
kedudukan saksi ikrar wakaf dalam pasal 17 ayat/(ANo. 41 tahun 2004.

Bab V: Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan,asasaran dan

penutup.



